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Abstract
G1R1J movement is an effo rt to prevent dengue hemorrhag ic fever (DHF) which em phasizes
community em powerment, especia lly the sm allest un it in soc ia l life , nam ely the fam ily . The
purpose of th is study is to describe how the im plem enta tion of G 1R1J and its in fluencing factors
in Jam bi C ity . Th is research was a qua lita tive descrip tive study where in fo rmants were
determ ined by purposive sam pling techn iques and data co llection is conducted w ith in -depth
in te rv iews. Test da ta va lid ity us ing source triangu la tion technique m ethods and data ana lys is
us ing content ana lys is . The resu lts o f th is study ind ica te tha t one of the m ain factor tha t m ost
in fluences the im plem enta tion of G 1R1J in Jam bi C ity has not run optim a lly is the absence of
deriva tive regu la tions such as loca l government regu la tion where a ll item s of G1R1J
im plem enta tion can be described concre te ly in the reg iona l regu la tion . Th is d irectly or ind irectly
has an im pact on the aspects o f communica tion , resources and organ iza tiona l s tructure tha t
have not run optim a lly to support the im plem enta tion of G 1R1J in Jam bi C ity . The positive
d isposition /response variab le from policy m akers and im plem enters in the fie ld is a strength tha t
the im plem enta tion of G1R1J w ill con tinue to run in the community o f Jam bi C ity .

Keywords: DHF, im p lem enta tion , G 1R1J, Jam bi.

GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK (G1R1J) IN POL ICY
IMPLEMENTAT ION PERSPECT IVE IN PUSKESMAS TALANG BAKUNG

OF JAMB I C ITY

Abstrak
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik merupakan upaya pengendalian demam berdarah dengue (DBD)
yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat khususnya unit terkecil dalam kehidupan
sosial yaitu keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana
implementasi G1R1J dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Jambi. Penelitian ini
merupakan studi deskriptif kualitatif dimana informan ditentukan dengan teknik purposive
sam pling dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Uji validitas data
menggunakan teknik triangulasi sumber dan analisis data dilakukan menggunakan analisis
konten. Hasil penelitian ini menunjukan salah satu faktor utama yang paling mempengaruhi
implementasi G1R1J di Kota Jambi belum berjalan maksimal adalah belum adanya
regulasi/peraturan turunan seperti peraturan daerah karena semua pokok-pokok pelaksanaan
G1R1J dapat dijabarkan secara konkrit di dalam perda tersebut. Hal tersebut secara langsung
maupun tidak langsung berdampak pada aspek komunikasi, sumberdaya, dan struktur
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organisasi yang belum berjalan maksimal untuk mendukung implementasi G1R1J di Kota Jambi.
Aspek disposisi/respon positif dari pengambil kebijakan maupun pelaksana di lapangan menjadi
kekuatan bahwa implementasi G1R1J akan dapat terus berjalan di masyarakat Kota Jambi.

Kata Kunci: DBD, implementasi, G1R1J, Jambi.

PENDAHULUAN
Demam Berdarah Dengue (DBD)

adalah penyakit infeksi yang disebabkan
oleh virus Dengue , ditularkan ke manusia
melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau
Aedes a lbop ic tus.1 Jumlah kasus DBD
tidak pernah menurun di beberapa daerah
tropik dan subtropik, bahkan terdapat
kecenderungan terus meningkat2 dan
banyak menimbulkan kematian pada anak.3
Data Dinkes Provinsi Jambi menyebutkan
bahwa angka Inc idence Rate (IR) Kota
Jambi pada tahun 2015 mencapai 97,9 per
100.000 penduduk, mengalami sedikit
penurunan di tahun 2016 menjadi 96,6 per
100.000 penduduk. Meski mengalami
penurunan menjadi kategori risiko rendah di
tahun 2017 (IR= 20,5 per 100.000
penduduk), tetapi tetap menjadi salah satu
kota yang tertinggi kasus DBD di Provinsi
Jambi.4

Tahun 2015 pada kegiatan ASEAN
Dengue Day (ADD), diluncurkan program
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)
dengan tujuan untuk menurunkan angka
penderita dan angka kematian akibat DBD
dengan meningkatkan peran serta dan
pemberdayaan masyarakat berbasis
keluarga untuk melakukan pencegahan.
Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2016
menteri kesehatan mengeluarkan Surat
Edaran (SE Menkes RI No.
PM.01.11/MENKES/591/2016) yang
ditujukan kepada segenap komponen
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Kesehatan. Surat Edaran
tersebut berisi ajakan untuk menghimbau
dan mendorong masyarakat agar
melakukan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit DBD dan penyakit
virus Z ika melalui Pemberantasan Sarang
Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan
mengaktifkan G1R1J di lingkungan rumah

tempat tinggal. Gerakan 1 rumah 1 jumantik
adalah gerakan untuk meningkatkan peran
serta dan pemberdayaan masyarakat
dengan melibatkan setiap keluarga dalam
pemeriksaan, pemantauan dan
pemberantasan jentik nyamuk untuk
pengendalian penyakit tular vektor
khususnya DBD melalui pembudayaan PSN
3M PLUS.5

Di Provinsi Jambi program G1R1J
dicanangkan sejak tahun 2015 dan sudah
disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota.
Kota Jambi mendapatkan sosialisasi pada
tahun 2017 dan menindaklanjuti dengan
mengadakan sosialisasi untuk 20
puskesmas di tahun 2018 dengan output
yang diharapkan adalah terbentuknya satu
RT G1R1J di setiap wilayah kerja
puskesmas. Di lapangan masih ada
hambatan dan kendala yang mempengaruhi
belum maksimal di masyarakat.6
Berdasarkan latar belakang tersebut maka
penulis tertarik untuk menganalisis
implementasi kebijakan G1R1J di wilayah
kerja Puskesmas Talang Bakung Kota
Jambi lebih dalam tentang bagaimana
variabel komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi berperan dalam
implementasi kebijakan G1R1J sehingga
angka kejadian DBD di Kota Jambi dapat
turun secara signifikan.

METODE
Jenis penelitian adalah observasional

dan metode pengumpulan data kualitatif
dengan pendekatan deskriptif (exp lanatory
research). Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam (In -depth
in te rv iew ) menggunakan pedoman
wawancara yang berisi pertanyaan terbuka.
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas
Talang Bakung Kota Jambi dan waktu
pelaksanaan pada Bulan Januari-November
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2019. Objek yang akan diteliti adalah
variabel implementasi kebijakan yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi. Informan dipilih dengan
menggunakan teknik purposive sampling .
Informan merupakan pihak-pihak terkait
yang berkepentingan atau terlibat dengan
implementasi program G1R1J baik dari
level Dinkes Provinsi Jambi (Kabid P2P,
Kasie P2M, Pengelola program DBD),
Dinkes Kota Jambi (Kabid P2P, Kasie P2M,
Pengelola program DBD), Puskesmas
Talang Bakung (Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab kesling, Pengelola
Program DBD) sebagai wilayah intervensi
kegiatan G1R1J di Kota Jambi dan
koordinator jumantik. Uji validitas yang
digunakan adalah triangulasi sumber dan
analisis data hasil wawancara
menggunakan analisis konten, dimana hasil
wawancara mendalam yang terekam baik
dalam bentuk catatan maupun pita rekaman
ditransfer ke dalam bentuk tulisan.
Selanjutnya data disusun dalam bentuk
matrik dan ditampilkan dalam bentuk
deskriptif kualitatif.

HAS IL
REGULAS I/DASAR HUKUM GERAKAN 1
RUMAH 1 JUMANTIK

Semua informan menyatakan jika
belum ada dasar hukum pelaksanaan
kegiatan G1R1J secara spesifik di daerah
seperti peraturan daerah (perda) dan
sampai tahun 2019 regulasi/dasar hukum
yang digunakan adalah kebijakan dari
kementerian kesehatan yaitu Surat Edaran
dari Kementerian Kesehatan (SE Menkes
RI No. PM.01.11/MENKES/591/2016).
Seperti yang diungkapkan informan berikut:

“Ka lau d i tingkat prov ins i m emang
be lum ya kita m emang baru sebatas
d i tingkat edaran kem enterian
kesehatan terka it pe laksanaan G IR IJ
itu tap i ka lau untuk yang prov ins i
send iri k ita be lum ada SK atau apa
yang spesifik ten tang G IR IJ tap i kan
kita punya SK apa namanya pokjana l
DBD tap i konsepnya agak beda ya itu
kan terka it dengan PSN jad i sem ua itu

kan dasar hukum kita d i p rov ins i itu
dari pok jana l DBD itu la ...ka lau SK
pokjana l DBD itu kan dari gubernur,
itu d ia kan tidak spesifik m embunyikan
G IR IJ itu ” (In form an 3, D inkes
Provinsi Jambi)
Informasi dari dinas kesehatan

provinsi ini diperkuat penyataan informan
dari dinkes kota, seperti pernyataan berikut
ini:

“Perda ga mungkin karena gak ada
tembusannya. Karena untuk buat
Perda b isa ra tusan ju ta b iaya nya, jad i
k ita tidak ada Perda. Dan in i pun dari
pusat juga baru” (In form an 1, D inkes
Kota Jambi)

KOMUN IKAS I
Sejak diperkenalkannya G1R1J oleh

pemerintah pusat pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 pemerintah Provinsi
Jambi sudah melakukan proses transmisi
informasi mengenai G1R1J dalam bentuk
sosialisasi dengan mengundang empat
kabupaten/kota yang akan menjadi wilayah
percontohan yakni Kota Jambi, Kabupaten
Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada
bulan September tahun 2017. Kemudian
pada tahun 2018 sosialisasi G1R1J sudah
dilakukan kepada semua kabupaten/kota
dengan cara disisipkan pada kegiatan
program DBD lain seperti kegiatan
sosialisasi kader jumantik atau monitoring
dan evaluasi PSN 3M Plus.

"...k ita hanya sebatas b isa
m emberikan sosia lisas i d i beberapa
kabupaten sa ja g itu . Itupun tidak
semua kabupaten kota , ka laupun
kabupaten kota k ita lakukan
sosia lisas i itu k ita tumpang d i
keg ia tan-keg ia tan terten tu ..."
(In form an 3, D inkes Provinsi Jambi)
Dinas Kesehatan Kota Jambi

kemudian menindaklanjuti dengan
mengadakan sosialisasi G1R1J kepada
seluruh puskesmas di Kota Jambi pada
awal tahun 2018. Kesepakatan akhir yang
diharapkan setiap puskesmas di Kota Jambi
dapat membentuk satu RT percontohan
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G1R1J di setiap kelurahan yang menjadi
wilayah kerjanya.

“Jad i se te lah sosia lisas i dari p rov ins i,
ka lo saya tidak ke liru itu d i akh ir tahun
2017 d i prov ins i. Kem udian kita
sosia lisas i lag i d i tingkat puskesmas
se-ko ta Jam bi itu d i awal tahun 2018.
Jad i kesepakatannya RTLnya waktu
itu bahwa di se tiap ke lurahan, d i
w ilayah puskesmas masing-masing itu
m engadakan percontohan untuk
gerakan in i, m in im al sa tu ke lurahan
satu RT” (In form an 3, D inkes Kota
Jambi)
Puskesmas Talang Bakung

merupakan salah satu puskesmas di Kota
Jambi yang menindaklanjuti pembentukan
Rukun Tetangga (RT) percontohan untuk
G1R1J ini setelah mendapatkan sosialisasi.
Proses selanjutnya adalah melakukan
penawaran kepada masyarakat dengan
pendekatan personal kepada perangkat
kelurahan, RT dan sebagian masyarakat di
wilayah Puskesmas Talang Bakung, seperti
yang disampaikan oleh informan:

“Iya jad i kebetu lan k ita waktu itu ee
coba upayakan masuk pendanaan
mela lu i bantuan operas iona l
kesehatan puskesmas kam i coba
masuk ke sana jad i kam i m engundang
ee se la in bapak dan ibuk RT itu ada
bapak bapak-bapak dari ke lu rahan,
bapak-bapak dan ibu dari ke lu rahan
supaya ee mengetahu i dan iku t
m endukung keg ia tan kam i in i dan
harapan kam i b isa d iin fo rm asikan ke
RT yang la in ee terus kam i juga
m engundang ee masyarakat kurang
leb ih 25-an” (In form an 3, Puskesm as
Talang Bakung)
Tidak semua RT merespon kegiatan

G1R1J ini. Awalnya kriteria pemilihan RT
yang akan dijadikan sebagai wilayah G1R1J
adalah adanya kasus DBD di RT tersebut,
tetapi pada akhirnya, respon dari
masyarakat menjadi penentu untuk
menetapkan RT tersebut sebagai RT
percontohan G1R1J. Berikut adalah
pernyataan informan berkaitan dengan
respon kegiatan:

“...kam i sudah ada proses buk d i 2018
itu kam i coba menawarkan kepada RT
yang pertam a yang ada kasus demam
berdarah kebetu lan waktu itu kam i
dapat in fo rmasi, tap i se te lah dari
in fo rmasi te rsebut kam i rasa d i RT situ
tidak b isa d ija lankan keg ia tan
Gerakan 1R1J..." (In form an 3,
Puskesm as Talang Bakung)
"...jad i berdasarkan respon dari
m asing-m asing ketua RT-nya......
kebetu lan RT 29 kam i dapatkan itu ee
agak m erespon keg ia tan satu rumah
satu jum antik in i..." (In form an 3,
Puskesm as Talang Bakung)
Sebagian besar informan dari dinkes

provinsi, dinkes kota, mapupun puskesmas
mengatakan bahwa belum ada media
komunikasi khusus yang digunakan untuk
koordinasi kegiatan G1R1J selain dengan
tatap muka saat pertemuan formal
(sosialisasi). Hanya sebagian kecil informan
menggunakan aplikasi What's App G roup
(WAG) sebagai sarana komunikasi antar tim
G1R1J maupun antar aparat pemerintah
setempat (Ketua RT). Aplikasi WAG juga
tidak berfungsi maksimal karena tidak ada
penanggung jawab kegiatan G1R1J dari
dinkes provinsi, Dinkes Kota Jambi dan
Puskesmas Talang Bakung. Seperti yang
disampaikan oleh informan:

"...kam i kan lim a, yang cum an yang
ada n i kam i...em h.. tiga ...tidak
semuanya ada pak..." (In form an 1,
Koord inator Jum antik)
"...ada yang be lum punya hp, dan d ia
ada hp, hp yang b iasa..." (In form an 2,
Koord inator Jum antik)

SUMBER DAYA
Pada level Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi sumber daya manusia yang terlibat
dalam program G1R1J sampai saat ini
hanya pengelola program DBD karena pada
level provinsi ini lebih bersifat ke program
bukan ke teknis/pelaksana di lapangan.
Seperti yang disampaikan oleh informan
berikut:
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“Ka lau SDM memang sebenarnya kita
tidak m empunya i s truktur khusus
m enangan i khusus G IR IJ karena
sem ua itu kembali ke penge lo la
program biasanya d ibawah koord inas i
ee penge lo la program DBD di tingkat
prov ins i nah untuk sum ber daya
setingkat prov ins i kebetu lan penge lo la
program nya kan cum a satu ya,
penanggung jawabnya b iasanya cum a
satu jad i un tuk m emang juga hampir
sem ua program -program yang la inya
juga satu-sa tu d ipegang seperti itu
kan jad i ka lau d ib ilang cukup ya cukup
b isa berja lan m asih b isa seperti itu ”
(In form an 3, D inkes Provinsi Jambi)
Sumber daya manusia yang terlibat

dalam G1R1J pada level Dinkes Kota Jambi
sifatnya menyeluruh, mulai dari kepala
dinas, kabid, kasie, dan penanggung jawab
program DBD, akan tetapi yang lebih
bertanggung jawab pada program G1R1J di
Kota Jambi adalah pengelola program DBD.
Seperti yang disampaikan oleh beberapa
informan di bawah ini:

"Penanggung jawabnya, ka lo dari
s truktur kan langsung dari kepa la
d inas bu. Turunnya nanti kan ada
kepa la b idang-kab id , kepa la seks i
seperti itu " (In form an 4, D inkes Kota
Jambi)
“...Seksi P2PM ada yang menular
m ela lu i vektor ada yang mela lu i
m anusia ke m anusia m acam hepatitis
ka lau d i program dis in i n i m acam
kusta itukan m asih asing tidak b isa
is tilahnyo d ipegang Pak Juna id i tu dak
b iso yang kebetu lan yang DBD
penge lo la program nyo Pak Juna id i...”
(In form an 4, D inkes Kota Jambi)
Sumber daya manusia yang terlibat

dalam G1R1J di Puskesmas Talang Bakung
adalah tim gabungan, hal ini disampaikan
oleh sebagian besar informan. Tim
gabungan tersebut terdiri dari pengelola
program DBD, kesling, dan promkes dan
sebagai penanggung jawab yakni pengelola
program DBD. Berikut beberapa pernyataan
yang disampaikan:

"...penanggung jawabnya ee itu
koord ina tor P2P Puskesmas Ta lang
Bakung khususnya DBD tentang DBD
yaitu buk setiyan i ee d ida lam nya
ada... anggotanya kam i dari kes ling
kesehatan lingkungan ada dua orang
ee d itam bah lag i dengan bag ian
promosi kesehatan..." (In form an 3,
Puskesm as Talang Bakung)
Untuk wilayah Puskemas Talang

Bakung yang menjadi koordinator jumantik
adalah kader program jumantik kelurahan
yang sudah ada sebelumnya sebanyak lima
orang. Sedikitnya SDM kader sebagai
koordintor jumantik mengakibatkan
koordinator jumantik bertanggung jawab
kurang lebih 30 rumah melebihi standar dari
Juknis G1R1J yang ada. Berikut pernyataan
dari informan Dinkes Kota Jambi:

"Ka lo koord ina tor yang se lam a in i itu
yang kader jum antik bu, yang lim a
orang itu . Satu ke lurahan lim a orang
untuk m emantau rumah, itu ada
laporannya. Tap i ka lo untuk khusus
gerakan in i be lum ada" (In form an 4,
D inkes Kota Jambi)
“...Hampir 32 kak eh... ham pir 30
rumah kak...” (In form an 1,
Koord inator Jum antik)
Peningkatan kualitas SDM dengan

menyelenggarakan pelatihan G1R1J secara
khusus belum pernah ada. Kegiatan masih
sebatas sosialisasi tentang G1R1J dan
materi yang bersifat teknis, misalnya
tentang perekrutan kader, mekanisme kerja
G1R1J, maupun cara pengisian kartu jentik.
Berikut pernyataan terkait bimbingan teknis
yang diberikan:

"Je las lah ...Sosia lisas i seka lian
pe la tihan" (In form an 4, Puskesm as
Talang Bakung)
"Seperti con tohnya kem arin d i
Puskesmas Ta lang Bakung kan m in ta
narasumber dari d inas, nah kebetu lan
kemarin kan langsung forum di s itu
seperti itu " (In form an 4, D inkes Kota
Jambi)
Puskesmas Talang Bakung sudah

melakukan bimbingan kepada koordinator



SPIRAKEL, Vol. 13 No. 1, Juni 2021: 20-33 Gerakan Satu Rumah… (Indah, dkk)
DOI: https://doi.org/10.22435/spirakel.v13i1.5475

25

jumantik dalam forum yang lebih kecil
setelah kegiatan sosialisasi untuk
memantapkan kemampuan tim. Seperti
pernyataan berikut:

"Ya saya had ir pas sosia lisas i itu ,
se te lah itu kan saya u lang i kem bali
m en je laskan apa itu tugas koo rd ina tor,
tugas superv isor, cara peng is ian kartu
jum antik , cara peng is ian kartu untuk
koord ina tor sam a superv isor te rus
kun jungan rumah seperti apa tap i
m emang secara sekilas du lu m bak
berdasarkan buku panduan yang kam i
bawa" (In form an 3, Puskesm as
Talang Bakung)
Anggaran yang digunakan untuk

kegiatan G1R1J bersumber dari APBD,
akan tetapi dana tersebut digunakan untuk
kegiatan sosialisasi, baik
menyelenggarakan sosialisasi maupun
operasional atau honor narasumber pada
kegiatan sosialisasi, sedangkan untuk
kegiatan yang sifatnya operasional bukan
menjadi wewenang dinkes provinsi. Seperti
ungkapan informan berikut:

"...in i kan terka it m asa lah
kewenangan ya, prov ins i tidak
m empunya i kewenangan untuk
m embiaya i operas iona l suatu
keg ia tan ..." (In form an 3, D inkes
Provinsi Jambi)
Terkait anggaran menurut Dinkes

Kota Jambi mengatakan bahwa anggaran
khusus untuk kegiatan G1R1J tidak ada,
tetapi ada anggaran untuk logistik yang juga
juga digunakan bersamaan dengan
kegiatan PSN DBD. Beberapa informan
menyatakan hal berikut:

"...Jad i k ita kan sifa tnya kan stim u lan .
S tim u lan m aksudnya itu d i tahun 2017 ,
yang kita rancang seh ingga m emang
kita buat anggaran sem acam untuk
log is tik ..." (In form an 3, D inkes Kota
Jambi)
Ada perbedaan persepsi antara

penanggung jawab program DBD pada
level Dinkes Provinsi Jambi dan Dinkes
Kota Jambi terkait perlu tidaknya anggaran
untuk kegiatan G1R1J. Dinkes Provinsi

Jambi beranggapan penting
mengalokasikan anggaran khususnya untuk
biaya transportasi kader koordinator
jumantik pada saat mengunjungi warga
binaannya, meskipun kewewenangan
anggaran bukan pada mereka, tetapi
sebaliknya Dinkes Kota Jambi memiliki
anggapan berbeda, seperti yang
disampaikan informan berikut:

“...d i ses i in i ya penghambatnya
sebenarnya d i koord ina to r jum antik itu .
Koord ina tor jum antik kan sebenarnya
d ia kader yang d irekru t un tuk
m elakukan apa memastikan
pe laksanaan jum antik rumah nah
d is itu b iasanya kan d ia m endapatkan
uang transport nah ke lem ahannya tuh
d is itu . Untuk m enga lokasikan
transport itu yang susah g itu , m ungkin
itu yang jad i kenda la d i da lam
pelaksanaan G IR IJ in i...” (In form an 3,
D inkes Provinsi Jambi)
"...karena gerakan satu rumah satu
jum antik itu kan tu juannya
m enghemat b iaya, jad i kan sehat
d im ula i dari d iri send iri, dan m ereka
berbuat ba ik untuk d i rumah d ia
supaya d ia sehat dan ke luarganya.
A rtinya kan tidak perlu b iaya. Ka lau
kader yang kita pake itu kan ke liling ,
harus k ita bayar, tap i ka lo d ia sudah
ada d i rumah d ia send iri, un tuk apa
kita bayar?" (In form an 1, D inkes
Kota Jambi)
Begitu juga di puskesmas bahwa tidak

ada anggaran khusus untuk G1R1J, akan
tetapi puskesmas masih mengusahakan
dukungan dana untuk kegiatan G1R1J yang
tidak membutuhkan anggaran terlalu besar
seperti konsumsi sosialisasi atau
penggandaan fo rm dapat dialokasikan dari
dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK). Berikut pernyataan informan:

"Kalo pendanaan a lham dulilah k ita
tidak m enemukan kenda la buk,
karena d i puskesmas d ibantu dengan
dana bantuan operas iona l kesehatan
beg itu k ita m enga jukan ee..
A lham dulillah d idukung." (In form an 3,
Puskesm as Talang Bakung)
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D ISPOSIS I
Disposisi merupakan kemauan,

keinginan, dan kecenderungan para pelaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
secara sungguh-sungguh sehingga apa
yang menjadi tujuan kebijakan dapat
terwujud. Adanya keinginan pelaku
kebijakan di Kota Jambi untuk terus
melaksanakan kegiatan G1R1J dan
menjadikan kegiatan G1R1J sebagai salah
satu program pengendalian DBD yang
dapat diimplementasikan terlihat dengan
adanya upaya membuat regulasi hukum
pada level pemerintah kota yang dapat
menjadi dasar acuan pelaksanaan G1R1J
di Kota Jambi. Berikut petikan pernyataan
dari informan:

“....ka lo G1R1J kam i baru akan
m embuat pera turan waliko ta , sedang
d irancang, untuk m enjad ikan Kota
Jam bi tempat pe laksanaan gerakan
satu rumah satu jum antik ...”
(In form an 2, D inkes Kota Jambi)
Respon menerima G1R1J ditunjukkan

juga oleh pihak puskesmas, dalam hal ini
Puskesmas Talang Bakung untuk
pengembangan kegiatan G1R1J di wilayah
lainnya, seperti ungkapan berikut:

"...Dan untuk pengembangan
se lan ju tnya pun kam i rencanakan, tad i
sudah kom unikas i juga, untuk ke
depan, itu k ita akan m embentuk d i RT
28 yang terdekat daerah sin i, 27 , serta
33...” (In form an 1, Puskesm as
Talang Bakung)
Juga ada upaya untuk melibatkan

lintas sektor di kecamatan dan kelurahan
untuk mendukung jalannya G1R1J di
wilayah Puskesmas Talang Bakung, seperti
yang disampaikan oleh informan berikut :

“...kam i akan berkoord inas i dengan
ke lurahan dan kecamatan jad i kam i
m engharapkan keg ia tan G1R1J dari
kacamatan ataupun ke lurahan iku t
m engembangkan in formasilah itu lah
yang kam i harapkan buk jad i bukan
hanya kam i sa ja yang kam i harapkan
G1R1J in i b isa berja lan karna tanpa
adanya dukungan dari ee lin tas sektor

m ungkin d inas ke Puskesmas Ta lang
Bakung in i keg ia tannya m ungkin tidak
b isa lancar ja lannya jad i kam i
harapkan ee dari bukan cum a
ke lurahan yang kecamatan sudah
tahu iku t m endukung mengumpulkan
m ungkin m enghayukkan karna ee dari
kecamatan ka lo cam at itu kan yang
tingg i un tuk in i buk jad i kam i harapkan
m ungkin m emaksa m ungkin
bahasanya hehehe memaksa ee RT-
RT la in d ike lu rahan w ilayah kerja kam i
itu iku t m elaksanakan G1R1J in i buk
ee jad i b iasanya ee R t-R t ka lo sudah
buk cam at a tau Pak Camat yang
ngomong mungkin agak in i m ungkin
buk...” (In form an 3, Puskesm as
Talang Bakung)
Komitmen dari koordinator jumantik

untuk tetap melakukan kegiatan dan
membantu pengembangan G1R1J di
Kelurahan Talang Bakung ditunjukkan
dengan sikap netral yaitu akan tetap
melakukan kegiatan G1R1J, tetapi tetap
mengharapkan adanya pembinaan dan
pendampingan dari puskesmas agar tim
tidak merasa diabaikan. Berikut ungkapan
pernyataannya:

"M udah-mudahan ka lau ada
b im bingan kita s iap , ada bantuan dari
puskesmas, kesehatan, m ungkin kam i
m asih sem angat tap i ka lau engga,
kam i berja lan send iri g im ana? ..."
(Koord inator Jum antik 1)
"insyaA llah lah ka lo b iso k ita lan ju tkan
kan.. tingga l k ito tuh induk kito
be..ka lo induk kito kayak in i kan m aka
ka lo k ito dak katek perhatian
kan..o leng kan...." (Koord inator
Jum antik 1)

STRUKTUR ORGAN ISAS I
S tandard Opera ting P rocedure (SOP)

yang digunakan untuk G1R1J di Kota Jambi
masih mengacu kepada pedoman dari
kementerian kesehatan yaitu Petunjuk
Teknis Implementasi PSN 3M-Plus dengan
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Belum ada
SOP yang spesifik daerah tentang
pelaksanaan G1R1J yang dikeluarkan oleh
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pemerintah daerah, seperti pernyataan
informan:

“Ka lau d i tingkat prov ins i m emang
be lum ya kita m emang baru sebatas
d i tingkat edaran kem enterian
kesehatan terka it pe laksanaan G IR IJ
itu tap i ka lau untuk yang prov ins i
send iri k ita be lum ada SK atau apa
yang spesifik ten tang G IR IJ tap i kan
kita punya SK apa namanya pokjana l
DBD tap i konsepnya agak beda ya itu
kan terka it dengan PSN jad i sem ua itu
kan dasar hukum kita d i p rov ins i itu
dari pok jana l DBD itu la ” (In form an 3,
D inkes Provinsi Jambi)
“...Ee ka lo yang saya baca buk ya
ka lo untuk petun juk tekn is in i send iri
m emang ada d i eee apa ya m ungkin
aa sura t edaran atau... Pera turan
Jukn is dari kem enterian kesehatan
send iri m emang sudah ada, d is itu
m ungkin d ije laskan tentang tugas dan
tanggung jawab koord ina tor a tau
ten tang keg ia tan satu rumah satu
jum antik in i...” (In form an 1, D inkes
Provinsi Jambi)

BAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan sejak

tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
belum adanya peraturan turunan/regulasi
formal yang kuat dan spesifik tentang
implementasi G1R1J yang berlaku di
daerah seperti peraturan daerah (perda).
Persepsi pengambil kebijakan masih
beranggapan bahwa kegiatan G1R1J di
Kota Jambi belum dianggap penting
sehingga sampai saat ini G1R1J bukan
menjadi kegiatan prioritas pengendalian
DBD di Kota Jambi sehinggga belum
diperlukannya untuk dibuat perda terkait hal
tersebut. Meskipun alternatif bentuk
kebijakan lainnya dapat diambil dengan
menggunakan Surat Edaran Menteri
Kesehatan (SE Menkes RI No.
PM.01.11/MENKES/591/2016) tentang
himbau dan mendorong masyarakat agar
melakukan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit DBD dan penyakit
virus Z ika melalui PSN 3M Plus dengan

mengaktifkan G1R1J di lingkungan rumah
tempat tinggal yang ada saat ini, tetapi
memiliki konsekuensi yang lebih lemah
dalam fungsi pengaturan, penertiban, dan
kesinambungan efektifitas jangka
panjangnya. Peraturan daerah adalah
bentuk kebijakan yang paling kuat dan
komprehensif di tingkat daerah baik di
kabupaten/kota berbeda dengan bentuk
kebijakan lain seperti edaran menkes
karena sanksi dan pidana bagi pelanggar
termuat di dalam perda. Hal ini membuat
fungsi pengaturan dan penertiban menjadi
lebih tegas dan kuat dibandingkan dengan
bentuk kebijakan lain. Muatan perda lebih
komprehensif karena dibentuk berdasarkan
pembahasan antara eksekutif dan legislatif
di daerah. Peran-peran pihak terkait dan
jaminan ketersediaan sumber daya seperti
anggaran, sarana, dan sumber daya
manusia juga diatur di dalam perda tersebut
untuk mendukung keberlangsungan
program dan kegiatan dalam upaya-upaya
penanggulangan di masyarakat.7

Seperti yang disampaikan oleh
informan memang tidak mudah dalam
membuat perda karena membutuhkan
energi dan biaya yang tidak sedikit apalagi
untuk kegiatan yang masih baru
disosialisasikan seperti G1R1J. Sulitnya
membuat perda menjadi permasalahan
yang biasa muncul dalam melaksanakan
suatu implementasi, tetapi jika melihat
tingkat urgensi kebutuhan terhadap suatu
kebijakan dapat menjadi faktor pendukung
perlu diupayakannya pembentukan regulasi
yang kuat seperti perda.8 Salah satu urgensi
perlunya peraturan daerah tentang G1R1J
di Kota Jambi karena kasus DBD yang
masih cukup tinggi dan masyarakat Kota
Jambi masih “mengidolakan” fogg ing untuk
mengendalikan DBD, sedangkan kegiatan
fogg ing itu sendiri membutuhkan dana yang
cukup besar dan berdampak buruk pada
lingkungan. Beberapa hasil penelitian
lainnya juga menunjukkan bahwa
masyarakat masih mengandalkan fogg ing
untuk PSN DBD.5,9,10 Upaya pengendalian
DBD yang melibatkan peran kemandirian
masyarakat sampai ke unit terkecil yaitu
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keluarga sangat penting sehingga
penanganan DBD tidak hanya menjadi
urusan dinas kesehatan tapi juga menjadi
tanggung jawab seluruh pihak. Hal yang
paling utama untuk menentukan prioritas
kebijakan publik adalah apabila suatu
masalah telah mengancam kehidupan
masyarakat secara meluas bahkan
mengancam jiwa serta adanya perhatian
politik yang kuat dengan didasari
kekhawatiran publik yang meluas tersebut
maka diperlukan untuk mengangkat
masalah ke dalam agenda proses
pembentukan peraturan daerah.8,11 Otonomi
daerah memberikan peran yang lebih luas
kepada kabupaten/kota untuk secara aktif
dan mandiri melakukan kegiatan
penanggulan DBD dan pengendalian vektor
lokal spesifik.

Berhasilnya proses implementasi
suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh faktor
komunikasi. Komunikasi merupakan alat
kebijakan untuk menyampaikan informasi
bagaimana suatu kebijakan disosialisakan
kepada organisasi atau publik dan adanya
dampak yang timbul dari komunikasi
tersebut. Informasi perlu disampaikan
kepada para pelaku kebijakan agar pelaku
kebijakan dapat memahami apa yang
menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan
sehingga pelaku kebijakan dapat
mempersiapkan hal-hal apa saja yang
berhubungan dengan pelaksanaan
kebijakan, agar proses implementasi
kebijakan bisa berjalan dengan efektif
sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Dalam mengelola komunikasi yang baik
perlu dibangun dan dikembangkan saluran-
saluran komunikasi yang efektif. Semakin
baik pengembangan saluran-saluran
komunikasi yang dibangun maka semakin
tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut
diteruskan secara benar.12

Pesan yang ingin disampaikan dalam
G1R1J di Kota Jambi telah disosialisasikan
secara berjenjang/tingkatan dimulai dari
tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota,
tingkat puskesmas, dan di tingkat
masyarakat sampai dengan kader. Akan
tetapi, informasi yang disampaikan tersebut

masih belum jelas dan dipahami khususnya
pada level pelaksana (puskesmas,
masyarakat dan kader koordinator jumantik).
Masih adanya perbedaan persepsi
mengenai peran dan tanggung jawab
individu yang terlibat G1R1J di Kota Jambi
menunjukkan bahwa pesan/informasi yang
disampaikan belum jelas. Penyebabnya
karena saluran komunikasi yang digunakan
untuk mensosialisasikan G1R1J hanya
melalui pertemuan formal sosialisasi
kegiatan DBD, sosialisasi G1R1J dilakukan
tumpang tindih dengan kegiatan sosialisasi
DBD lainnya/tidak terfokus ditambah lagi
dengan intensitas penyampaian informasi
yang tidak intens. Hasil penelitian Sari, dkk
di Kota Semarang juga menjelaskan bahwa
sosialisasi Perda DBD yang disampaikan
Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada
masyarakat masih kurang menyeluruh,
intensitas penyampaian informasi juga
masih kurang dan masih ada perbedaan
persepsi antar petugas sehingga
mempengaruhi konsistensi dalam
mengatasi permasalahan.13

Adanya media komunikasi yang
berkembang saat ini dan familiar di
masyarakat untuk mempermudah
komunikasi seperti WAG dapat dijadikan
sarana interaksi antar tim G1R1J. Di Kota
Jambi, adanya perkembangan teknologi
informasi ini tidak dimanfaatkan dengan
maksimal untuk sosialisasi G1R1J. Tidak
ada inisiatif dari penanggung jawab
kegiatan baik dari Dinkes Provinsi Jambi,
Dinkes Kota Jambi, bahkan Puskesmas
Talang Bakung untuk membuat atau
bergabung dalam WAG bersama
masyarakat dan koordinator jumantik.
Adanya kecenderungan untuk menghindari
pertanggungjawaban kebijakan adalah
salah satu faktor ketidakjelasan informasi
dalam implementasi kebijakan publik.12
Proses penyampaian informasi di dalam
dan antar organisasi merupakan proses
yang kompleks dan sulit, hal ini disebabkan
karena penyampaian informasi tersebut
melewati hierarki birokrasi yang dapat
mempengaruhi efektivitas komunikasi,
kemudian pada akhirnya akan menimbulkan
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persepsi yang berbeda-beda dan terkadang
pelaksana akan mencoba menduga-duga
makna dari informasi tersebut.14

Perangkat wilayah (kecamatan,
kelurahan, RT/RW) memiliki peran penting
di wilayahnya mereka ini salah satu
kelompok sasaran yang paling tepat untuk
implementasi G1R1J setelah kader dan
masyarakat. Peran perangkat wilayah ini
sebagai orang yang memiliki kewenangan
penuh dan memiliki pengaruh yang kuat
terhadap keberhasilan implementasi suatu
program di wilayahnya.15 Perangkat wilayah
(pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW)
dapat menjadi modelling untuk penggalakan
gerakan komunitas dalam kegiatan PSN,
peran mereka menjadi faktor penguat dari
tindakan PSN yang dipromosikan kepada
masyarakat.16,17 Hasil studi di Kota
Surabaya juga menyebutkan bahwa sektor
non formal perlu dilibatkan dalam program
pengendalian DBD.18

Keberhasilan implementasi juga harus
didukung oleh sumber daya yang memadai
baik sumber daya manusia maupun sumber
daya finansial. Sumber daya manusia
adalah kecukupan baik kualitas maupun
kuantitas implementator yang dapat
melingkupi seluruh kelompok sasaran. Di
Kota Jambi, kurangnya kuantitas/jumlah
sumber daya manusia ada pada level
pelaksana G1R1J di masyarakat sebagai
koordinator jumantik karena proses
perekrutan masyarakat sebagai koordinator
jumantik tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Masyarakat belum begitu
antusias untuk berperan aktif terlibat
menjadi koordinator jumantik. Akibatnya,
beban tanggung jawab setiap koordinator
jumantik melebihi petunjuk teknis G1R1J
yaitu 10-20 rumah. Beban tanggung jawab
yang lebih tersebut akan berdampak pada
kinerja koordinator jumantik dimana
koordinator jumantik ini sebagai ujung
tanduk implementasi G1R1J di lapangan
meliputi menyampaikan informasi mengenai
tempat perkembangbiakan nyamuk, cara
pemantauan jentik, dan cara pengisian
kartu jentik.19

Beberapa studi menyebutkan
keberhasilan pemantauan jentik dipengaruhi
oleh jumlah, pengetahuan, dan
keterampilan jumantik.20,21,9 Peningkatan
kualitas SDM yang terlibat G1R1J ini
sebenarnya tidak memerlukan kegiatan
untuk menyelenggarakan pelatihan khusus
tentang G1R1J, tetapi cukup dengan
kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan
baik dinkes provinsi, dinkes kota dan
puskesmas secara rutin juga dapat
berperan meningkatkan kualitas SDM
pelaksana di lapangan. Dengan seringnya
terpapar informasi terkait implementasi
kebijakan membuat semua komponen
pelaksana program mengerti maksud,
instruksi, dan rangkaian kegiatan.

Keterbatasan dana pada program
DBD baik di Dinkes Provinsi Jambi, Dinkes
Kota Jambi sampai dengan puskesmas
memiliki implikasi terhadap tidak
maksimalnya pelaksanaan kegiatan G1R1J.
Dinkes Provinsi Jambi hanya mengalokasi
anggaran sesuai dengan kewenangannya
dalam hal ini sosialisasi bukan kegiatan
yang bersifat teknis. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Izzah Dienillah Saragih, dkk
bahwa terbatasnya dana untuk program
DBD menyebabkan kegiatan G1R1J di
Provinsi Sumatera Utara hanya dilakukan
kunjungan dan sosialisasi ke daerah
sasaran serta tidak dilakukan kerja sama
lintas sektor.22 Pembiayaan G1R1J di
Dinkes Kota Jambi terintegrasi dengan
kegiatan DBD lainnya dalam hal ini logistik,
seperti pengadaan kartu pemeriksaan jentik,
fo rm rekap kartu, maupun fo rm
penghitungan data ABJ. Pada level
puskesmas biaya sarana prasarana dan
operasional seperti kegiatan sosialisasi
yang tidak membutuhkan biaya yang besar
dapat didukung oleh bantuan operasional
kesehatan. Artinya kegiatan G1R1J ini
masih mengandalkan anggaran dari instansi
kesehatan padahal pada Juknis G1R1J ada
mekanisme sharing anggaran dimana
perlunya dukungan lintas sektor untuk
program G1R1J ini. Karena jika
mengandalkan anggaran dari instansi
kesehatan tidak akan mencukupi,
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sedangkan kegiatan pemberdayaan
masyarakat disini konteksnya adalah
memberdayakan masyarakat dengan
kemampuan dan sumber daya yang dimiliki
masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan
penelitian Paramita, dkk yang menjelaskan
bahwa rata-rata persentase anggaran
kegiatan pemberayaan masyarakat kurang
dari 10% dengan jumlah kegiatan yang
cenderung meningkat.23 Alokasi anggaran
untuk program DBD yang bersifat promotif
dan preventif, seperti program
pemberdayaan masyarakat, program KIE,
program persiapan penanganan KLB dan
program deteksi dini penyakit masih
mendapat porsi yang lebih kecil. Empat
program tersebut merupakan kegiatan
kesehatan masyarakat langsung dan justru
berperan penting dalam pemberantasan
DBD.24 Untuk itu dengan dikeluarkannya
peraturan dari pemerintah daerah mengenai
implementasi G1R1J, akan lebih jelas
alokasi anggaran kesehatan yang
bersumber dari dana
desa/kelurahan/kecamatan untuk kegiatan
G1R1J di wilayahnya.

Disposisi dalam implementasi
kebijakan G1R1J meliputi sikap dan
komitmen pelaksana terhadap G1R1J.
Suatu kebijakan akan berhasil
diimplementasikan jika semua yang terlibat
memberikan respon yang positif untuk
keberlanjutan G1R1J di Kota Jambi, seperti
adanya upaya untuk membuat regulasi
hukum tentang G1R1J sehingga menjadi
dasar yang kuat dalam implementasi
G1R1J sesuai dengan kearifan lokal/potensi
daerah yang ada oleh Dinas Kesehatan
Kota Jambi. Puskesmas Talang Bakung
menunjukkan respon positif untuk
mengembangkan wilayah percontohan
G1R1J yang cakupannya lebih luas di
wilayahnya dengan melibatkan lintas sektor
seperti pihak kecamatan maupun kelurahan
yang memiliki potensi besar untuk
mengkoordinir masyarakat di wilayahnya.
Koordinator jumantik juga menunjukkan
antusiasnya untuk mendukung program
G1R1J, tetapi tetap perlunya pendampingan
dari pihak puskesmas. Tahir menambahkan

bahwa implementasi kebijakan yang sudah
didukung oleh sumber daya yang baik tetapi
tidak didukung oleh sikap dan komitmen
pelaksana, maka kebijakan tersebut tidak
akan berjalan dengan optimal.14

Struktur birokrasi dalam implementasi
kebijakan G1R1J meliputi S tandard
Opera ting P rocedure (SOP) dan pembagian
tugas (fragmentasi). S tandard Opera ting
P rocedure (SOP) G1R1J yang digunakan
saat ini adalah Petunjuk Teknis
Implementasi PSN 3M Plus dengan
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
dan belum ada SOP turunan di daerah.
S tandard Opera ting P rocedure yang
dimaksud adalah berupa peraturan daerah
dan rencana aksi daerah (RAD). Menurut
Jumadi, peraturan daerah dianggap perlu
bukan hanya sekedar peraturan
pelaksanaan dari perundangundangan yang
lebih tinggi, tetapi bisa menjadi wadah
aspirasi masyarakat, serta mampu
menyerap dan menampung kondisi khusus
suatu daerah.25 Rencana Aksi Daerah (RAD)
dianggap perlu sebagai salah satu landasan
SOP karena RAD dapat digunakan sebagai
panduan bagi setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk menyusun kegiatan
G1R1J, serta sebagai panduan dalam
monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan
G1R1J. S tandard Opera ting P rocedure
memberikan pengaruh terhadap
implementasi kebijakan dan digunakan
untuk mengharmonisasikan tindakan-
tindakan bagi para pelaksana kebijakan di
suatu tatanan organisasi yang kompleks
dan tersebar luas sehingga dapat
menyebabkan fleksibilitas dan kesamaan
penerapan peraturan. S tandard Opera ting
P rocedure yang bersifat fleksibel lebih
dapat menyesuaikan tanggung jawab
dibandingkan dengan SOP yang bersifat
kaku.26

Pembagian tugas untuk
implementasi G1R1J ini di Kota Jambi
masih belum jelas dan tumpang tindih
karena belum ada SOP turunan yang
menjadi dasar acuan/panduan. Tidak
adanya SOP tentang G1R1J yang spesifik
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dan sesuai dengan situasi dan kondisi
daerah menimbulkan permasalahan
terhadap implementasi G1R1J di Kota
Jambi, seperti pelaporan data berbeda-
beda polanya untuk tiap koordinator
jumantik serta beban kerja koordinator
jumantik melebihi standar. Hal ini sesuai
dengan penelitian Diastuti yang
menyatakan bahwa pembagian tugas dan
koordinasi antar pelaksana yang tumpah
tindih akan menyebabkan proses
implementasi menjadi kurang efektif.27

KES IMPULAN
Faktor utama yang paling

mempengaruhi implementasi G1R1J di Kota
Jambi belum berjalan maksimal adalah
belum adanya regulasi/peraturan turunan
seperti peraturan daerah tentang G1R1J,
dimana semua item -item pelaksanaan
G1R1J dapat dijabarkan secara konkrit di
dalam perda tersebut. Belum adanya
regulasi/peraturan turunan di daerah
tersebut secara langsung maupun tidak
langsung pada variabel komunikasi, sumber
daya, dan struktur organisasi juga tidak
berjalan maksimal sehingga menghambat
implementasi G1R1J di Kota Jambi.
Variabel disposisi menjadi kekuatan bahwa
pelaksanaan implementasi G1R1J dapat
terus berjalan di masyarakat Kota Jambi.

SARAN
Untuk dapat segera dilakukan upaya-

upaya proses pembentukan Peraturan
Daerah Tentang G1R1J di Kota Jambi
dengan memperhatikan potensi dan
kekuatan daerah agar implementasi G1R1J
di Kota Jambi dapat berjalan maksimal.
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